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PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR   7   TAHUN 2010 
 

TENTANG 
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MALANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan 

yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran 

dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi 

dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan tidak 

dapat mendukung pembangunan berkelanjutan; 

b. bahwa terjadinya pencemaran air, tanah, udara sebagai 

akibat dari pembuangan limbah suatu usaha dan/atau 

kegiatan termasuk limbah berbahaya dan beracun dan 

perusakan lingkungan hidup akan merupakan beban sosial, 

yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan 

pemerintah, sehingga diperlukan  pengendaliannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup; 

 

Mengingat            : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Djawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-

Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi 

Djawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3274); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3419); 
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4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4377); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penataan 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3495); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan            
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3495); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 

44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3445); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3816); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4153); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air        

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

22. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup Nomor Kep-02/MENLH/1988 tentang Pedoman 

Penetapan Baku Mutu Lingkungan Hidup; 
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23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-

51/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi 

Kegiatan Industri; 

24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-

52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi 

Kegiatan Hotel; 

25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-

58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi 

Kegiatan Rumah Sakit; 

26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-

03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi 

Kawasan Industri; 

27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 

Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 

dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; 

28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 

Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota; 

29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 

Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung 

Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air; 

30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 

Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata 

Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air 

Limbah ke Air atau Sumber Air; 

31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 

Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air; 

32. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 

Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta 

Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau 

Sumber Air; 

33. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 

Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan 

Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; 

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 

2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 

Seri E); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); 
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten 

Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 

Nomor 4/E); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomer 1/D); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan 

Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 

2008 Nomer 1/D). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN MALANG 

Dan 

BUPATI MALANG 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal   1 

  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Malang. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup 

adalah Badan atau lembaga atau instansi yang 

melaksanakan tugas perlindungan, pengelolaan dan 

pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang. 

6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan 

Hidup adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang 

Lingkungan Hidup. 

7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. 


